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Abstrak: hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menjadi tidak
jelas dalam konsep pengakuan dan penghormatan oleh negara. Hal ini jelas
menggambarkan adanya politik kekuasaan negara melalui ketentuan
Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi hak-hak masyarakat
hukum adat. Dalam hal ini, di satu pihak adanya peluang dan
kesempatan yang diberikan dengan adanya pengakuan dan
penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, namun di
lain pihak negara membatasi ruang masyarakat hukum adat beserta
hak-hak konstitusionalnya dalam UUD 1945.

| Kata kunci: Hakkonsmmzorml

I Latar Belakang Masalah

erubahan kedua Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD
1945) telah memberikan paradigma baru
dalam penyelenggaraan otonomi daerah,
terutama berkaitan dengan hak-hak
masyarakat hukum adat. Pengaturan
mengenai masyarakat hukum adat dalam
perubahan kedua UUD 1945 diatur secara
eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2), dan
Pasal 28 I ayat (3). Pengaturan masyarakat
hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945 merupakan bagian dari
Pemerintahan ~ Daerah,  sedangkan
pengaturan dalam Pasal 281 ayat (3)
UUD 1945 merupakan bagian dari Hak
Asasi Manusia.

Melalui perubahan kedua UUD
1945, Pasal 18 UUD 1945 yang
sebelumnya terdiri dari 1 (satu) pasal

telah dirubah menjadi 3 (tiga) pasal,
diantaranya Pasal 18. Pasal 18A, dan Pasal
18B. Hal mi pun sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon.'
yang menyatakan bahwa: "Pada perubahan
kedua UUD 1945 (tanggal 18 Agustus

Tahun 2000) Bab VI tentang
Pemerintahan Daerah mengalami
perubahan, tidak hanya menyangkut

perubahan Pasal 18 tetapi juga
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